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ABSTRAK

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA SUB URUSAN
KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; dibimbing oleh Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si dan Dr.
Andries Lionardo, S.IP., M.Si

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis Penguatan Kelembagaan
Penyelenggara dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala
dan pendukung dalam Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi
Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
metode analisis menggunakan Software Atlas.ti. Faktor pendukung yang ditemukan
meliputi kepemimpinan visioner, yang mampu mengarahkan organisasi menuju
pencapaian jangka panjang, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi
petugas, yang meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. Rekrutmen yang
berbasis kompetensi dan transparan juga memperkuat kualitas sumber daya
manusia. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui REDKAR membantu
memperluas sosialisasi dan kesiapsiagaan di tingkat lokal. Beberapa faktor
penghambat, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah kabupaten/kota,
terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan pengadaan peralatan, serta pemanfaatan
teknologi yang belum optimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas
operasional. Kurangnya implementasi sistem informasi terintegrasi, baik untuk
pelaporan maupun koordinasi antar instansi, juga menghambat respons cepat
terhadap kejadian kebakaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan
kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran di Sumatera Selatan
membutuhkan strategi yang komprehensif, pengembangan infrastruktur dan
teknologi hingga peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi lintas instansi.
Dengan penguatan kelembagaan yang terarah, diharapkan kemampuan respons
terhadap kebakaran dapat ditingkatkan, meminimalisir kerugian, serta melindungi
masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: Kebakaran; Penanggulangan; Pencegahan; Penguatan Kelembagaan;
Kepustakaan: 48 (2005-2024)
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ABSTRACT

INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF FIRE SUB-AFFAIRS ORGANIZERS IN
EFFORTS TO PREVENT AND MANAGE FIRES IN SOUTH SUMATRA
PROVINCE

Scientific Writing in the form of Thesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; supervised by Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si and Dr.
Andpries Lionardo, S.IP., M.Si

This study aims to analyze the Institutional Strengthening of Fire Sub-Affairs
Organizers and identify what factors are the obstacles and supporters in
Strengthening the Institutional Strengthening of Fire Sub-Affairs Organizers in Fire
Prevention and Handling Efforts in South Sumatra Province. This study uses a
descriptive qualitative method with an analysis method using Atlas.ti Software. The
supporting factors found include visionary leadership, which is able to direct the
organization towards long-term achievements, as well as continuous education and
training for officers, which improves technical and managerial competence.
Competency-based and transparent recruitment also strengthens the quality of
human resources. In addition, community involvement through REDKAR helps
expand socialization and preparedness at the local level. Several inhibiting factors,
such as limited facilities and infrastructure in a number of districts/cities, limited
budgets for training and procurement of equipment, and less than optimal use of
technology, which have an impact on operational efficiency and effectiveness. The
lack of implementation of an integrated information system, both for reporting and
coordination between agencies, also hinders a rapid response to fire incidents. The
results of this study indicate that strengthening the institutional strengthening of
fire sub-affairs organizers in South Sumatra requires a comprehensive strategy,
infrastructure and technology development to increasing HR capacity and cross-
agency collaboration. With targeted institutional strengthening, it is hoped that fire
response capabilities can be improved, minimizing losses, and protecting
communities and the environment.

Keywords: Countermeasures, Fire; Prevention, Strengthening Institutional;
Bibliography: 48 (2005-2024)
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RINGKASAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA SUB URUSAN
KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; dibimbing oleh Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si dan Dr.
Andries Lionardo, S.IP., M.Si

xX + 214 halaman, 36 gambar, 14 tabel, 18 lampiran

Tesis ini mengeksplorasi penguatan kelembagaan penyelenggara sub
urusan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan utama untuk
menganalisis efektivitas kelembagaan dalam pencegahan dan penanggulangan
kebakaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja kelembagaan terkait.
Konteks ini menjadi sangat penting mengingat tingginya kasus kebakaran di
Sumatera Selatan, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah rawan kebakaran
hutan. Kebakaran ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga
mengancam lingkungan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan peninjauan
dokumen, penelitian ini berfokus pada tiga institusi utama yang memiliki peran
sentral dalam penanggulangan kebakaran, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih. Pemilihan ketiga wilayah ini
didasarkan pada variasi dalam tingkat kelembagaan, dengan Kota Palembang
memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel penting dalam penguatan
kelembagaan, seperti kepemimpinan visioner, pengelolaan sumber daya manusia,
pengembangan infrastruktur, tata kelola yang efektif, serta pemanfaatan teknologi.
Dengan landasan teori penguatan kelembagaan dari Dyah Mutiarin dan Arif
Zaenudin, penelitian ini menganalisis sebelas dimensi kelembagaan. Pendekatan ini
membantu dalam merumuskan langkah-langkah optimal untuk membangun
organisasi yang lebih responsif dan efisien dalam menangani tantangan operasional
dan darurat.

Penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang mendukung penguatan
kelembagaan. Pertama, kepemimpinan visioner dianggap sangat penting dalam
mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pemimpin yang
memiliki visi yang jelas dapat mengidentifikasi risiko kebakaran yang ada dan
memobilisasi sumber daya untuk mengurangi dampak kebakaran tersebut. Program
pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran membantu
meningkatkan kompetensi teknis mereka dalam menangani kebakaran. Dalam hal
rekrutmen, sistem yang berbasis kompetensi juga memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa personel yang direkrut memiliki keterampilan yang sesuai
dengan tuntutan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasional.

Peran serta masyarakat, terutama melalui Relawan Pemadam Kebakaran
(REDKAR), juga sangat signifikan. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan relawan
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ini membantu dalam sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pencegahan
kebakaran. Kolaborasi antarinstansi juga ditemukan sebagai faktor yang
mendukung keberhasilan penanggulangan kebakaran. Koordinasi yang baik antara
pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta instansi terkait lainnya membantu
mempercepat respons terhadap kejadian kebakaran.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang
memengaruhi kinerja kelembagaan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya
pelaksanaan jabatan fungsional di beberapa wilayah, yang menghambat
peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Keterbatasan
infrastruktur dan sarana prasarana juga menjadi kendala besar. Keterbatasan ini
mengurangi kapasitas lembaga untuk merespons kebakaran dengan cepat dan
efektif. Pos pemadam kebakaran yang kurang tersebar di wilayah-wilayah strategis
mengakibatkan lambatnya respons ketika kebakaran terjadi, terutama di daerah-
daerah terpencil yang luas. Keterbatasan anggaran juga menghambat upaya
peningkatan infrastruktur dan kapasitas operasional. Pemanfaatan teknologi yang
belum optimal juga menjadi penghambat signifikan. Teknologi seperti sistem
deteksi dini kebakaran, penggunaan drone untuk memantau area yang luas, serta
sistem informasi yang terintegrasi untuk pelaporan dan koordinasi belum
dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan sejumlah
rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran
di Sumatera Selatan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan
sertifikasi perlu terus dilakukan. Kedua, pemerintah harus meningkatkan anggaran
untuk pengadaan infrastruktur dan peralatan pemadam kebakaran. Ketiga,
kolaborasi antarinstansi perlu terus diperkuat. Keempat, pemerintah daerah harus
mengoptimalkan sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat proses pelaporan
dan pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan
kelembagaan dalam penanggulangan kebakaran di Sumatera Selatan memerlukan
integrasi berbagai elemen, mulai dari SDM, struktur organisasi, teknologi, hingga
infrastruktur yang memadai. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif,
kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dapat meningkatkan
efektivitasnya dalam melindungi masyarakat dari risiko kebakaran dan
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kata Kunci  : Kebakaran; Penanggulangan; Pencegahan; Penguatan
Kelembagaan;
Kepustakaan : 48 (2005-2024)
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SUMMARY

INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF FIRE SUB-AFFAIRS ORGANIZERS IN
EFFORTS TO PREVENT AND MANAGE FIRES IN SOUTH SUMATRA
PROVINCE

Scientific Writing in the form of Thesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; supervised by Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si and Dr.
Andpries Lionardo, S.IP., M.Si

xx + 214 pages, 36 images, 14 tables, 18 appendices

This thesis explores the institutional strengthening of fire sub-department
organizers in South Sumatra Province with the main objective of analyzing the
effectiveness of institutions in preventing and handling fires. This study also aims
to identify various supporting and inhibiting factors that affect the performance of
related institutions. This context is very important considering the high number of
fire cases in South Sumatra, especially in densely populated areas and areas prone
to forest fires. These fires not only threaten public safety but also threaten the wider
environment.

This study was conducted using a descriptive qualitative approach. Through
in-depth interviews, field observations, and document reviews, this study focused
on three main institutions that have a central role in fire management, namely the
South Sumatra Provincial Government, Palembang City, and Prabumulih City. The
selection of these three areas was based on variations in institutional levels, with
Palembang City having a higher level of readiness compared to other areas.

This study focuses on important variables in institutional strengthening,
such as visionary leadership, human resource management, infrastructure
development, effective governance, and utilization of technology. Based on the
institutional strengthening theory of Dyah Mutiarin and Arif Zaenudin, this study
analyzes eleven institutional dimensions. This approach helps in formulating
optimal steps to build a more responsive and efficient organization in dealing with
operational and emergency challenges.

This study found a number of factors that support institutional
strengthening. First, visionary leadership is considered very important in directing
the organization to achieve long-term goals. Leaders who have a clear vision can
identify existing fire risks and mobilize resources to reduce the impact of fires.
Training and certification programs for firefighters help improve their technical
competence in handling fires. In terms of recruitment, a competency-based system
also plays an important role in ensuring that recruited personnel have skills that
match job demands, thereby increasing operational effectiveness.

The role of the community, especially through the Firefighter Volunteers
(REDKAR), is also very significant. Communities who are active in volunteer
activities help in the socialization and dissemination of information related to fire
prevention. Collaboration between agencies was also found to be a factor that
supports the success of fire management. Good coordination between provincial,
district, and city governments and other related agencies helps accelerate the
response to fire incidents.



However, this study also found a number of inhibiting factors that affect
institutional performance. One of the main factors is the lack of implementation of
functional positions in several regions, which hinders the improvement of the
quality of human resources as a whole. Infrastructure and facilities limitations are
also major obstacles. These limitations reduce the capacity of institutions to
respond to fires quickly and effectively. Fire stations that are not spread across
strategic areas result in slow responses when fires occur, especially in large remote
areas. Budget limitations also hamper efforts to improve infrastructure and
operational capacity. Suboptimal use of technology is also a significant obstacle.
Technologies such as early fire detection systems, the use of drones to monitor large
areas, and integrated information systems for reporting and coordination have not
been utilized optimally.

Based on the research findings, the author provides a number of
recommendations to strengthen the institutional organizers of the fire sub-
department in South Sumatra. First, increasing human resource capacity through
training and certification needs to be continued. Second, the government must
increase the budget for the procurement of firefighting infrastructure and
equipment. Third, collaboration between agencies needs to be continuously
strengthened. Fourth, local governments must optimize integrated information
systems to accelerate the reporting and decision-making process.

Overall, this study shows that strengthening institutions in fire management
in South Sumatra requires the integration of various elements, ranging from human
resources, organizational structure, technology, to adequate infrastructure. Only
with a comprehensive approach can the fire sub-department organizing institution
increase its effectiveness in protecting the community from the risk of fire and
minimizing negative impacts on the environment.

Keywords . Countermeasures, Fire; Prevention; Strengthening Institutional;
Bibliography : 48 (2005-2024)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Kebakaran perumahan menimbulkan ancaman signifikan bagi masyarakat di

Sumatera Selatan, Indonesia. (Maharani et al., 2022) (Wahyuni et al., 2020) (Sagala
et al., 2016) (Juliafad & Andayono, 2021) permukiman perkotaan yang padat
penduduk di kawasan ini dan infrastruktur pencegahan dan respon kebakaran yang
tidak memadai membuatnya sangat rentan terhadap bencana ini (Sagala et al.,
2016). Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengatasi tantangan ini sangat
penting untuk melindungi kehidupan dan properti di Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu aspek kuncinya adalah meningkatkan kelembagaan dan
pencegahan kebakaran. Mekanisme yang kuat diperlukan untuk memantau kejadian
kebakaran, memahami akar penyebabnya, dan menerapkan strategi yang
ditargetkan untuk menguranginya (Horton et al., 2022) (Tacconi, 2016) (Syaufina,
2018). Pentingnya langkah-langkah pencegahan dan respons kebakaran yang
efektif tidak dapat dilebih-lebihkan, karena kebakaran dapat menimbulkan ancaman
signifikan terhadap kehidupan, properti, dan lingkungan (Saputro & Rahmawati,
2022) (Maharani et al., 2022). Dalam konteks Sumatera Selatan, penyelenggara sub
urusan kebakaran memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan
kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

Salah satu aspek kunci dari penguatan tindakan kelembagaan adalah
kebutuhan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem proteksi kebakaran saat ini.
Bidang lain yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan dan aksesibilitas
sumber daya pemadam kebakaran. Memastikan bahwa penyelenggara sub urusan
kebakaran dilengkapi dengan personel, kendaraan, dan peralatan yang diperlukan,
dan bahwa mereka dapat segera menanggapi insiden kebakaran, sangat penting
dalam meminimalkan dampak bencana tersebut (Thompson, 2003). Selain itu,
penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan respons kebakaran
yang jelas dan komprehensif dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi upaya
penyelenggara sub urusan kebakaran. Penerapan sistem manajemen kebakaran

yang megabank pendekatan komprehensif untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan
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respons kebakaran dapat berperan dalam memperkuat tindakan kelembagaan
(Perilla et al., 2018). Ini dapat melibatkan pengembangan sistem pelaporan
kebakaran dan manajemen data terpusat, yang dapat membantu dalam deteksi dini
dan pencegahan kebakaran, serta optimalisasi alokasi sumber daya dan tanggap
darurat (Sari, 2019). Penguatan aksi kelembagaan untuk pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di sumatera selatan memerlukan pendekatan multifaset
(Sari, 2019), ini termasuk penilaian dan peningkatan sistem proteksi kebakaran
yang ada, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, optimalisasi
sumber daya pemadam kebakaran, dan pembentukan standar operasional prosedur
yang kuat dan sistem manajemen kebakaran (Kodur et al., 2019). Selain itu
rendahnya aktualisasi dalam penguatan kelembagaan akan menyebabkan
rendahnya Kinerja dari sebuah organisasi (Nawi, 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam berbagai sektor, termasuk
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 14
ayat (1) huruf ¢ menjelaskan bahwa penanggulangan kebakaran merupakan bagian
dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 16 ayat (1)
huruf a menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sub urusan
kebakaran sebagai bagian dari urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab
dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di wilayahnya masing-masing.

Masih tingginya jumlah kebakaran pemukiman di Provinsi Sumatera Selatan
menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan dan hal ini bukan hanya
disebabkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tetapi terdapat beberapa
permasalahan dari instansi terkait. Dengan angka kebakaran tertinggi di Palembang
sebanyak 440 kejadian kebakaran selama tahun 2023 dan disusul Lahat dengan 187
kejadian kebakaran, Prabumulih sebanyak 182 kejadian kebakaran, OKU sebanyak
166 kejadian kebakaran, Ogan Ilir sebanyak 137 kejadian kebakaran, Banyuasin
sebanyak 134 kejadian kebakaran, OKI sebanyak 121 kejadian kebakaran, Lubuk
Linggau sebanyak 120 kejadian kebakaran, Musi Banyuasin sebanyak 100 kejadian

kebakaran, Musi Rawas dan Muara Enim sebanyak 91 kejadian kebakaran,
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Pematang Abab Lematang Ilir sebanyak 72 kejadian kebakaran, Empat Lawang
sebanyak 29 kejadian kebakaran, Musi Rawas Utara sebanyak 28 kejadian
kebakaran , OKU Selatan sebanyak 24 kejadian kebakaran dan terendah OKU
Timur sebanyak 12 kejadian kebakaran sedangkan pagar alam belum merekap data
terkait jumlah kebakaran di wilayah tersebut dan ini menjadi salah satu
permasalahan yang berkaitan dengan kekuataan kelembagaan. Seperti pada gambar

1. Jumlah kebakaran tahun 2023 di Sumatera Selatan berikut ini:
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Sumber: Dokumen Bidang Pemetaan Kebakaran Satpol PP Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2023

Gambar 1. Jumlah Kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Dengan data jumlah kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan yang masih
cukup tinggi perlu adanya evaluasi tentang standar pelayanan minimal daerah
kabupaten/kota tentang urusan kebakaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota menyatakan bahwa ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar
untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada
Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara

secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar meliputi:
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a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian
kebakaran;

b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;

c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;

d. Layanan pemberdayaan Masyarakat/ relawan kebakaran; dan

e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan mutu pelayanan tersebut setiap kabupaten/kota di Sumatera
Selatan belum memenuhi peraturan tersebut, berdasarkan data Tabel 1. OPD
Penyelenggara sub urusan kebakaran masih terdapat ketimpangan jumlah pos dan
juga masih ada OPD yang belum mandiri sehingga masih bergabung dengan OPD
lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah menyatakan bahwa penyelenggara pemadam kebakaran adalah dinas daerah
provinsi dan dinas daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan sub urusan
kebakaran dan penetapan Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota artinya sudah ada perhatian khusus oleh Pemerintah dalam
penyelengara sub kebakaran namun berdasarkan data Tabel 1. Menunjukkan bahwa
dari 18 OPD penyelenggara sub urusan kebakaran yang ada di Sumatera Selatan
masih terdapat 9 OPD yang masih bergabung yaitu Sumatera Selatan, Prabumulih,
OKI, Banyuasin, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan
Pagar Alam sedangkan OPD yang sudah mandiri terdapat 9 OPD vyaitu di Ogan llir,
Palembang, PALI, Lubuk Linggau, OKU Timur, Muara Enim, Empat Lawang,
OKUS dan OKU. Jika dibandingkan jumlah pos damkar OPD yang sudah mandiri
dan yang masih bergabung terlihat terjadi ketimpangan jumlah Pos Damkar, dan
pembentukan Pos damkar sendiri untuk dapat mencapai SPM dapat diukur dari luas
wilayah dan jumlah kecamatan yang ada di kabuapten/kota di Sumatera Selatan.
Berikut Tabel 1 Menunjukkan OPD penyelenggara Sub urusan kebakaran dan

jumlah Pos damkar di Sumatera Selatan:
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Tabel 1. Data OPD dan Pos Pemadam Kebakaran pada Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran di Sumatera Selatan Tahun 2023

NAMA OPD LUAS JUMLAH 550 any JUMLAH
PENYELENGGARA SUB KABlgg.'lf“;EN/ WILAYAH PENEUDU KECAMATA POS
URUSAN KEBAKARAN (KM2) (JIWA) N DAMKAR

Satuan Polisi Pamong Praja PROV.

brov. Sumsel SUMSEL 86.771,68 8.743.522 241 1

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dan Damkar | PRABUMULIH 447,31 200.673 6 1

Kota Prabumulih

Satuan Polisi Pamong Praja

e, Damkar Kabupaten OKI OKI 17.071,33 797.429 18 1

Satuan Polisi Pamong Praja

& Damkar Kabupaten BANYUASIN 12.262,76 874.210 21 4

Banyuasin

Satuan Polisi Pamong Praja

. Damkar Kabupaten Lahat LAHAT 4.333,07 444,949 24 3

Satuan Polisi Pamong Praja MUSI

& Damk_ar Kabupaten Musi BANYUASIN 14.550,79 644.386 15 8

Banyuasin

Satuan Polisi Pamong Praja

& Damkar Kabupaten Musi MUSI RAWAS 6.122,59 407.694 14 4

Rawas

Satuan Polisi Pamong Praja

& Damkar Kabupaten Musi MURATARA 5.937,80 195.965 7 1

Rawas Utara

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dan Damkar | PAGARALAM 625,91 147.836 5 1

Kota Pagaralam

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten | OGAN ILIR 2.302,86 431.043 16 3

Ogan llir

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota PALEMBANG 352,51 1.706.371 18 9

Palembang

Dinas Pencegahan Bahaya

Kebakaran Kabupaten PALI A RIS 205 . &

Dinas Pemadam Kebakaran LUBUK

dan Penyelamatan Kota 367,73 242.976 8 5
. LINGGAU

Lubuklinggau

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten | OKU TIMUR 4.369,25 668.035 20 8

OKU Timur

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten | MUARA ENIM 6.763,91 633.779 22 12

Muara Enim

Dinas Pemadam Kebakaran EMPAT

dan Penyelamatan Kabupaten LAWANG 2.234,10 342.178 10 5

Empat Lawang

Dinas Pemadam Kebakaran OKU

dan Penyelamatan Kabupaten 3.412,72 424.190 19 5

SELATAN

OKU Selatan

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten | OKU 3.774,50 379.130 13 13

OKU

Sumber: Dokumen Bidang Pemetaan Kebakaran Satpol PP Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2023
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Berdasarkan data Tabel 1 luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten
OKI memiliki luas wilayah terbesar dengan (17.071,33 km?2) dengan jumlah
penduduknya 797.429 jiwa. Sedangkan Kota Palembang memiliki luas wilayah
terkecil (352,51 km2) namun jumlah penduduknya paling besar, yaitu 1.706.371
jiwa. Ini mengindikasikan Ibu kota Provinsi memiliki kepadatan penduduk yang
tertinggi di Sumatera Selatan.

Jumlah Kecamatan dan Pos Pemadam Kebakaran, Kabupaten Lahat memiliki
jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan, tetapi hanya memiliki 3 pos
pemadam kebakaran. Kabupaten OKU memiliki jumlah pos pemadam kebakaran
terbanyak, yaitu 13 pos pemadam, hal ini cukup relevan dengan jumlah kecamatan
yang dimiliki Kabupaten OKU vyaitu 13 Kecamatan sedangkan Kabupaten Muara
Enim menduduki jumlah pos pemadam kedua dengan 22 jumlah Kecamatan dan
memiliki 12 Pos pemadam. Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 9 pos
pemadam kebakaran, yang menunjukkan upaya yang baik dalam penyediaan
layanan pemadam kebakaran. Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah
14.550,79 km2 dan penduduk 644.386 jiwa memiliki 8 pos pemadam kebakaran,
menunjukkan rasio yang relatif baik antara jumlah pos dan luas wilayah serta
jumlah penduduk.. Kabupaten Empat Lawang memiliki rasio yang relatif lebih
rendah dengan luas wilayah 2.234,10 km? dan jumlah penduduk 342.178 jiwa,
tetapi hanya memiliki 5 pos pemadam kebakaran.

Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin menunjukkan kepadatan
penduduk yang tinggi dengan jumlah pos pemadam kebakaran yang relatif banyak,
yang merupakan hal positif. Beberapa daerah seperti Kabupaten Lahat dan
Kabupaten OKI, meskipun memiliki luas wilayah yang besar dan jumlah kecamatan
yang banyak, hanya memiliki sedikit pos pemadam kebakaran. Hal ini dapat
menjadi perhatian untuk penambahan pos pemadam kebakaran di masa depan.
Daerah dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang relatif sedikit
mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penempatan pos pemadam
kebakaran, misalnya, dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan waktu tanggap
darurat.

Penelitian sebelumnya telah membahas strategi penguatan kelembagaan

dalam berbagai konteks, namun masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal
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praktik konsensis yang dapat diadaptasi untuk membangun ketahanan bencana
melalui pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang (Tadele & Manyena,
2009) mengenai tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan di tingkat lokal masih terbatas (Seng, 2013) (Arifin, 2021) (Nilawati,
2022) (Wahyuningrum et al., 2023). Selain itu, analisis implementasi dan
efektivitas dari praktik-praktik tersebut juga belum banyak dikaji. (Nilawati, 2022)
(Wahyuningrum et al., 2023) (Muryani, 2020) (Muryani, 2020) (Nilawati, 2022)
(Ma’ruf & Isbandono, 2017) (Wahyuningrum et al., 2023).

Pengelolaan bencana berbasis komunitas (PBBK) telah diakui dalam
pengurangan risiko bencana, namun dalam implementasinya di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindihnya pengelolaan, kurangnya
pembinaan untuk keberlanjutan, dan pendanaan yang tidak memadai (Muryani,
2020). Tata kelola penanggulangan bencana yang melibatkan kolaborasi antar-
daerah (intergovernmental) juga merupakan aspek penting yang belum banyak
dikaji, sementara koordinasi dan sinergitas lintas pemerintah daerah merupakan hal
krusial dalam menghadapi bencana yang berskala regional (Muryani, 2020)
(Ma’ruf & Isbandono, 2017) (Muryani, 2020) (Ma’ruf & Isbandono, 2017). Oleh
karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi praktik-praktik
terbaik dalam pengembangan penguatan kelembagaan tanggap darurat bencana
yang melibatkan partisipasi multipihak, serta menganalisis efektivitasnya dalam
meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. (Suhendri & Purnomo,
2017) (Harsanto et al., n.d).

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat beberapa permasalahan dalam
penelitian yaitu :

1. Belum optimalnya sarana dan prasana penyelenggara Sub Urusan Kebakaran
a. Masih kurangnya sebaran pos pemadam kebakaran di 16 kabupaten/ Kota
di Provinsi Sumatera Selatan dan hanya 1 kabupaten yang memiliki jumlah
pos pemadam kebakaran yang setiap kecamatan memiliki pos pemadam
kebakaran yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
b. Terdapat 5 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Unit
Pemadam Kebakaran yang sangat terbatas yaitu Kabupaten OKI,

Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Ol.
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c. Perlengkapan peralatan pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota masih
terbatas

Masih terbatasnya sarana dan prasarana Sub Urusan Kebakaran pada
setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sarana dan prasarana
yang memadai merupakan elemen kritis dalam upaya penanggulangan
kebakaran, keterbatasan fasilitas ini mengakibatkan ketidakseimbangan
dalam kemampuan penanggulangan kebakaran di berbagai daerah,
menyebabkan respon yang lambat dan tidak efektif saat terjadi insiden
kebakaran.

2. Masih lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Penyelenggara Sub
Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
a. Masih Banyak yang Belum Bersertifikasi dan Kompeten pada bidangnya.

Kompetensi dan sertifikasi SDM adalah aspek penting dalam
memastikan bahwa tenaga pemadam kebakaran mampu menjalankan
tugasnya dengan profesional. Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan masih banyak petugas pemadam
kebakaran yang belum tersertifikasi, mengakibatkan rendahnya kualitas
penanganan kebakaran dan penyelamatan.

b. Minim kualifikasi Jabatan fungsional dan ketidaksesuaian Pendidikan
jabatan fungsional
Belum adanya spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang
keahlian pada jabatan fungsional analis kebakaran dan masih sangat
sedikitnya SDM damkar yang menduduki jabatan fungsional analis
kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 17 Tahun 2019
tentang Jabatan fungsional analis kebakaran.

Spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian sangat
penting dalam membentuk SDM yang kompeten. Dinas Pemadam
kebakaran Kabuapten/kota di Sumatera Selatan, belum ada program
pendidikan yang spesifik untuk jabatan analis kebakaran, yang
menyebabkan kurangnya SDM dengan keahlian khusus dalam bidang ini.

c. Keterbatasan Pengembangan Keterampilan, Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat)
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Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2019 tentang standar
kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah, pelatihan dan
pengembangan keterampilan adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas
SDM. Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten/kota di Sumatera Selatan,
keterbatasan anggaran dan fasilitas menghambat pelaksanaan pelatihan
yang efektif bagi petugas pemadam kebakaran.

d. Masih adanya kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang belum
memiliki Relawan Kebakaran

Masih Adanya Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang Belum
Memiliki Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Sesuai dengan
Kepmendagri No. 364.1-306 Tahun 2020 tentang pedoman pembinaan
relawan pemadam kebakaran untuk mendukung pencapaian target standar
pelayanan minimal sub urusan kebakaran dan melibatkan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran.

Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) merupakan elemen
pendukung yang vital dalam penanggulangan kebakaran, masih banyak
Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan yang belum memiliki RedkKar,
berdasarkan table 4 data Relawan pemadam kebakaran tahun 2023 terdapat
8 dari 18 OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran yang belum memiliki
Redkar yang mengakibatkan kurangnya dukungan dalam penanggulangan
kebakaran. Kemandirian Instansi Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran di
Sumatera Selatan hanya terealisasi 50%.

Dari 17 Kabupaten/Kota dan 1 OPD Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran di Sumatera Selatan, Masih Terdapat 9 Kabupaten/Kota atau
50% dari total 18 OPD yang belum menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Mandiri Sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Masih lemahnya regulasi Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran:

a. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai Rencana

Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
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Berdasarkan Permen PU No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, RISPK
adalah dokumen strategis yang penting untuk penanggulangan kebakaran
secara komprehensif. RISPK memberikan kerangka kerja yang jelas dan
terstruktur untuk pencegahan, mitigasi, dan respons kebakaran. Semua
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki RISPK,
yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan efektivitas dalam upaya

proteksi kebakaran.

b. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
belum terpenuhi.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam Kebakaran Respon Time
15 Menit Masih Banyak yang Belum Terpenuhi di Kabupaten/Kota di
Sumatera Selatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah acuan penting
dalam menilai kinerja layanan publik. Menurut teori manajemen kualitas
pelayanan, pemenuhan SPM menunjukkan efektivitas dan efisiensi layanan.
Banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi SPM respon time 15 menit,
disebabkan oleh keterbatasan pos pemadam kebakaran dan jumlah personil
yang tidak mencukupi, hingga sarana dan prasarana yang masih sangat

terbatas.

c. Belum Adanya Standar Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran dan
Penyelamatan pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk
memastikan keseragaman dan efisiensi dalam penanganan kebakaran.
Dinas Pemadam kebakaran Kabuapten/kota di Sumatera Selatan, belum
ada SOP vyang terstandardisasi berdasarkan masing-masing OPD,
mengakibatkan variasi dalam prosedur dan potensi kesalahan dalam
penanganan kebakaran.

Dari 18 OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran, peneliti memilih lokus

peneltian pada 3 OPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Provinsi
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Sumatera Selatan, Kota Palembang dan Kota Prabumulih, Adapun alasan yang
melatarbelakangi pemilihan 3 OPD tersebut yaitu:

a. Provinsi Sumatera Selatan merupakan OPD Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran yang masih bergabung dengan OPD lain atau belum mandiri
yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Sumatera Selatan, memiliki jumlah SDM yang terdiri dari PNS dan Non-
ASN berjumlah 36 orang, dari aspek sarana dan prasarana memiliki jumlah
unit pemadam kebakaran terbanyak berjumlah 2 unit firetruck, 2 unit
rescue, dan 4 unit R2 APAR dan memiliki 1 Pos Pemadam Kebakaran.

b. Kota Palembang merupakan OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran
yang sudah mandiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Dan
Penyelamatan Kota Palembang, memiliki jumlah SDM yang terdiri dari
PNS, PPPK, dan Non-ASN tertinggi berjumlah 633 orang, dari aspek
sarana dan prasarana memiliki jumlah unit pemadam kebakaran terbanyak
berjumlah 32 unit dengan jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 9 Pos
Pemadam Kebakaran, namun jumlah kejadian kebakaran tertinggi di
Sumatera Selatan sebanyak 440 Kejadian.

c. Kota Prabumulih merupakan OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran
yang masih bergabung dengan OPD lain atau belum mandiri yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih, memiliki jumlah
SDM yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Non-ASN berjumlah 106 orang,
pada aspek sarana dan prasarana hanya memiliki 4 unit pemadam
kebakaran serta 1 pos pemadam kebakaran, dan kejadian kebakaran
tertinggi ketiga di Sumatera Selatan.

Pemilihan OPD di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan Kota
Prabumulih sebagai lokus utama penelitian dianggap telah mewakili 18 OPD
penyelenggara sub urusan kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan, dengan
representasi yang seimbang antara daerah dengan karakteristik kelembagaan yang
berbeda, yakni yang sudah mandiri dan yang masih bergabung, serta variasi dalam
jumlah sumber daya dan tingkat kejadian kebakaran. Pemilihan lokus ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

bagaimana perbedaan kelembagaan, SDM, dan infrastruktur kebakaran, serta
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menghasilkan rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan dan
pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat kelembagaan
penyelenggara sub urusan kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan.

Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di berbagai kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam
kesiapan dan kapasitasnya. Beberapa daerah mungkin memerlukan penguatan
kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran, baik
dalam hal sumber daya manusia, peralatan, maupun prosedur operasional.
Kebakaran merupakan salah satu bencana yang memerlukan respon cepat dan tepat.
Distribusi pos pemadam kebakaran yang tidak merata dan kurangnya fasilitas di
beberapa daerah dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat. Penelitian
ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut
melalui penguatan kelembagaan. Pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung
pada respon darurat tetapi juga pada upaya pencegahan yang efektif. Kelembagaan
yang kuat dapat melakukan edukasi masyarakat, inspeksi rutin, dan implementasi
regulasi yang ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul: “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub
Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di
Provinsi Sumatera Selatan ”. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan
solusi yang konkret dan implementatif untuk meningkatkan keselamatan dan
keamanan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Penguatan kelembagaan akan
menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat
meminimalkan kerugian dan dampak negatif dari kebakaran terhadap masyarakat

dan lingkungan.
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1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas maka ditarik perumusan masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di
Provinsi Sumatera Selatan?

b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera

Selatan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di
Provinsi Sumatera Selatan.

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan
pendukung dalam Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan
Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di

Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

a. Sebagai referensi perumusan kebijakan bagi Pemerintah dalam
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera
Selatan.

b. Sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik
khususnya terkait penguatan kelembagaan, dan sebagai perbandingan dan

pengembangan penelitian lain.
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